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PUTUSAN

Nomor 1156/Pdt.G/2021/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim

telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Pemohon,  umur  27  tahun,  tempat  dan  tanggal  lahir  Dolok  Masango,  05

November  1994,  agama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta,

pendidikan  SLTP,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten

Serdang Bedagai.  dalam hal ini memberi kuasa kepada

Husni  Utama  Halomoan  Rambe,  S.H  dan  Jefrei

Reinhard,  S.H,    Advokat  berkantor  di  Telkom,  Desa

Limau  Manis  Dusun  III,  Kecamatan  Tanjung  Morawa,

Kabupaten Deli   Serdang,  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus  nomor  124/HK.05/XI/2021  tertanggal  25

November  2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon,  umur  23  tahun,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bintang  Bayu,  15

Oktober  1998,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah

tangga, pendidikan SD, bertempat terakhir di Kabupaten

Serdang  Bedagai,  selanjutnya  disebut  sebagai

Termohon;

 Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
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Bahwa  Pemohon telah  mengajukan  permohonan  secara  tertulis

dengan surat permohonannya bertanggal 25 November 2021, yang terdaftar

di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Sei  Rampah  dengan  Register  Nomor

1156/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  pasangan  suami  istri

berdasarkan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juli

2015 sebagaimana kutipan pada Akta Nikah No.53/05/VII/2015 tertanggal

27 Juli  2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon   hidup

rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul)

dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa

Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia

2  (Dua)  orang  anak  yaitu  masing-masing  bernama  :  1)Ananda  Arka

Pratama,Laki-laki,  lahir  di  Bintang  Bayu,pada  tanggal  06-12-2015.

2)Adinda  Clara  Syafira,Perempuan,lahir  di  Bintang  Bayu,pada  tanggal

05-04-2019. dan saat ini anak pertama diasuh oleh Termohon dan anak

kedua diasuh oleh Pemohon; 

4. Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  pemohon  dan

termohon  berjalan  dengan  baik,rukun  serta  harmonis  sebagaimana

rumah  tagga  pada  umumnya,namun  kurang  lebih  sekira  sejak  bulan

Januari  2021 hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sudah

mulai goyah dan diwarnai pertengkaran terus menerus sampai dengan

sekarang yang disebabkan karena : 

- Termohon  sebagai  seorang  istri  sering  tidak  patuh  terhadap

Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga Pemohon

merasa sangat tidak dihargai terlebih dengan ucapan dan perkataan

Termohon  yang  sering  berkata  kasar  dan  kurang  sopan  terhadap
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Pemohon  sehingga  menyakiti  hati  dan  batin  pemohon  yang  pada

akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. 

- Pada  Bulan  Januari  Pemohon  memergoki  Termohon  yang

sedang bersama Laki-laki  idaman lain (berselingkuh) dan membuat

Pemohon  merasa  sangat  kecewa  terhadap  Termohon  karena

Termohon  telah  dengan  jelas  mengkhianati  kesucian  pernikahan

Pemohon dan Termohon. 

5. Bahwa akibat  dari  perbuatan  yang dilakukan  oleh  Termohon  diatas

sekira  bulan Januari  tahun 2021 Termohon malah pergi  meninggalkan

tempat kediaman Pemohon dan termohon. 

6. Bahwa  akibat  sikap  dan  perbuatan  Termohon  tersebut  membuat

Pemohon sangat kecewa dan tersakiti hati serta batinnya terlebih dengan

sikap  termohon  yang  diam-diam  telah  memiliki  laki-laki  idaman  lain

(berselingkuh)  serta  telah  mengkhianati  pernikahan  Pemohon  dan

termohon sehingga membuat pemohon tidak tenang dan tidak nyaman

menjalani kehidupan rumah tangga dengan termohon. 

7. Bahwa  karenanya  tindakan  Termohon  yang  sedemikian  ini  dapat

dikategorikan  sebagai  perbuatan  Nusyuz,  dan  berdasarkan  ketentuan

Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap isteri yang nusyuz,

maka  kewajiban  Pemohon  sebagai  seorang  suami  kepada  Termohon

sebagai seorang istri tidak berlaku. 

8. Bahwa pemohon  dan termohon sudah berpisah dan sudah tidak satu

ranjang lagi  sekira sejak Bulan Januari  2021 Hingga saat ini  (  kurang

lebih sekitar 11 Bulan lamanya). 

9. Bahwa, adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon

ini,  pihak  keluarga  juga  telah  mencoba  untuk  menyelesaikan

permasalahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara

musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil. 

10. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum

penyebab  pemutusan  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  dengan
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perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

f  Kompilasi  Hukum  Islam)  telah  terpenuhi,  lagi  pula  secara  nyata

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur dan retak

dan tidak mungkin dipersatukan kembali 

11.  Sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih

besar  lagi  dan  juga  untuk  menghindari  terjadinya  hal-hal  yang  tidak

diinginkan dan dilarang oleh Agama Islam bagi Pemohon dan Termohon,

maka  jalan  yang  terbaik  adalah  dengan  memutuskan  perkawinan

Pemohon dan  Termohon,  yaitu  mengabulkan Permohonan Cerai  talak

satu raj'i Pemohon terhadap diri Termohon 

12.  Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534

K/Sip/1996  tanggal  18  Juni  1996  ditegaskan,   bahwa  dalam  hal

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah

satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat

adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak , dan

sesuai  dengan  ketetapan  hati  Pemohon  yang  sudah  tidak  ingin  lagi 

mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka

Permohonan Cerai talak satu raj'i Pemohon terhadap diri Termohon patut

untuk dikabulkan. 

Berdasarkan  alasan  -  alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia

untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

mengadili  perkara  ini  serta  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon (Pemohon)  untuk  mengikrarkan 

Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (Termohon). 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 
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Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  Putusan  yang

seadil-adilnya ( ex aequo et bono); 

 Bahwa,  pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan

oleh  Ketua  Majelis  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  Kuasa

Pemohon dan Termohon telah dipanggil di persidangan, Pemohon didampingi

oleh kuasanya telah hadir di persidangan  sedangkan Termohon tidak datang

menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya,  meskipun  berdasarkan  Surat

Panggilan  (relaas)    yang  dibacakan  di  persidangan,  Termohon  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa

hukum Pemohon dan telah telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa,   Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar kiranya

Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan

Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena

Pemohon tetap pada isi Permohonannya;

Bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

maka  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  prosedur  Mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan;

Bahwa,  kemudian  pemeriksaaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu  dibacakan surat  Permohonan

Pemohon  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Pemohon  dengan

menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang  semuanya  telah dicatat

dalam Berita Acara Sidang perkara  ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon

telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

Berupa  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Kecamatan  Bintang

Bayu Kabupaten Serdang Bedagai,  Nomor  53/05/VII/2015 Tanggal  27 Juli
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2015,  bukti  surat  tersebut  telah diberi  meterai  cukup,  telah dicap pos dan

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi  I,  umur  21  tahun,  agama  islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan

wiraswasta,  alamat  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai. Saksi  mengaku

kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik kandung

Pemohon.  Menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  memberikan

keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai

suami-istri yang menikah pada tahun 2015;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  dua

orang  anak,  anak  pertama  tinggal  bersama  Pemohon  dan

nomor dua tinggal dengan Termohon; 

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun

awal 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon

sedang bertengkar dengan Termohon, serta mendengar cerita

dari Pemohon; 

- Bahwa  yang  menjadi  penyebab  dari  pertengkaran

Pemohon  dengan  Termohon  disebabkan  karena  Termohon

berselingkuh  dengan  laki-laki  lain  yang  bernama  Jefri

danTermohon selalu berkata kasar dan tidak mau mendengar

nasehat dari Pemohon;  

- Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  berpisah

tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021, Termohon telah
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pergi meninggalkan rumah kediaman bersama  dan hingga saat

ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa  keluarga  dari  para  pihak  berperkara  telah

berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi

tetap tidak berhasil; 

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon

dengan Termohon karena sudah merasa sulit;

2. Saksi  II,  umur  17  tahun,  agama  islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

wiraswasta,  alamat  di  Dusun  II,  Desa  Dolok  Masango,  Kecamatan

Bintang  Bayu,  Kabupaten  Serdang  Bedagai. Saksi  mengaku  kenal

dengan  Pemohon  dan  Termohon,  hubungan  sebagai  adik  kandung

Pemohon.  Menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  memberikan

keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Fani;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar enam

tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di rumah kediaman bersama milik sendiri;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  dua

orang anak;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon

dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi sejak 11 bulan yang

lalu  sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi  pernah melihat  dan mendengar langsung

Pemohon  dan  Termohon  bertengkar,  serta  mendengar  cerita

langsung dari Pemohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon

karena  Termohon  sangat  kurang  menghormati  Pemohon
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sebagai Suami dan  Termohon  tidak sopan dengan  Pemohon

serta Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah

sejak  satu   tahun  yang  lalu,  Termohon  yang  telah  pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Pemohon  dan

Termohon  berusaha  berbaikan  dan  kembali  membina  rumah

tangga  karena  setelah  pisah  rumah tersebut,  Pemohon tidak

pernah  menemui  Termohon  dan  keduanya  tidak  pernah

berkomunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah

didamaikan  oleh  keluarga,  akan  tetapi  upaya  damai  tersebut

tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon tidak

mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan

Pemohon  dan  mohon  kepada  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan

Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim

cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

  Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Permohonan  Pemohon

adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ; 

Menimbang,  bahwa  sebelum  memeriksa  pokok  perkara,  terlebih

dahulu  akan  dipertimbangkan  tentang  kewenangan  pengadilan  agama  in

casu Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  dalam  memeriksa  dan  memutus
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perkara  a  quo,  serta  kedudukan  hukum  Pemohon  dan  Termohonuntuk

bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  sebelum mempertimbangkan  dalil  Permohonan

Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan

kepentingan  hukum  dan  hubungan  hukum  antara  Pemohon  dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  beragama  Islam,

sedangkan  Permohonan  Pemohon  ini  merupakan  perkara  perkawinan,  di

mana Pemohon sebagai suami Termohon ingin bercerai dari Termohon. Oleh

karena  itu  berdasarkan Pasal  40  ayat  (1)  dan Pasal  63  ayat  (1)  huruf  a

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat

(1)  huruf  a  jo.  Penjelasan angka 37 Pasal  49 ayat  (1)  huruf  a  nomor (9)

Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini

secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara a quo

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, dan atas hal tersebut oleh karena Termohon bertempat kediaman di

wilayah Yuridiksi Hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka Pengadilan

Agama Sei Rampah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa pemanggilan  kepada  Pemohon dan Termohon

untuk  menghadap  di  persidangan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang

Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,

dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan
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patut serta terhadap  panggilan  tersebut  Pemohon  diwakili  oleh  Kuasanya

hadir dipersidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama

dan seterusnya tidak pernah hadir kembali  serta tidak pula mengutus orang

lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan  pula tidak ternyata bahwa ketidak

hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,  oleh karenanya

Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonannya dengan

mengkuasakan  kepada   Husni  Utama  Halomoan  Rambe,  S.H  dan  Jefrei

Reinhard, S.H,  berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 124/HK.05/XI/2021

tertanggal  25  November   2021,  maka  Majelis  Hakim  perlu  untuk

mempertimbangkan  keabsahan  surat  kuasa  tersebut  dan  legal  standing

kuasa Pemohon;

Menimbang,  bahwa  tentang  keabsahan  surat  kuasa  maka  yang

dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

1959 dan Surat  Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang

mengatur  tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat  kuasa khusus

yaitu  menyebut  secara  jelas  dan  spesifik  surat  kuasa  untuk  berperan  di

pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan

pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan

mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang,  bahwa  disamping  itu,  surat  kuasa  harus  memenuhi

ketentuan  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea

Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal  7 ayat

(5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal

mana  dalam  ketentuan  tersebut  ditegaskan  bahwa  pembubuhan  tanda

tangan disertai  dengan pencantuman tanggal,  bulan,  dan tahun dilakukan

dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan

ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;
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Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  dan

mempelajari  syarat  dan  ketentuan  hukum  yang  harus  dipenuhi  dalam

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus

yang  diberikan  oleh  Pemohon  maka  Majelis  Hakim  dapat  memberikan

penilaian  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa surat  kuasa khusus  dari  Pemohon telah  memenuhi

persyaratan  surat  kuasa  khusus   untuk  bertindak  sebagai  advokat,  oleh

karena  itu  kuasa  hukum  Pemohon  berhak  mewakili  prinsipalnya  untuk

beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendamaikan  pihak  yang  berperkara

sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal  154 ayat  (1) R.Bg.  jo.

Pasal  82 ayat  (1)  dan (4)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara

sungguh-sungguh  menasehati  Pemohon  agar  dapat  hidup  rukun  dan

membina  kembali  rumah  tangganya  dengan  Termohon  pada  setiap

persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permeriksaan perkara ini  Termohon tidak

pernah hadir  di  persidangan,  untuk  itu  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa

proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan

Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  diawali  dengan

pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk

umum  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)
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UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang

tanpa alasan yang sah,  dan tidak menyuruh orang lain  untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir  dan berdasarkan Pasal  149

RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek,  oleh

karena  itu  putusan  atas  perkara  ini  dapat  dijatuhkan  tanpa  hadirnya

Termohon, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. dalam kitab Sunan

ad-Dāruqutnī  hadits  No.  4492  yang  telah  diambil  alih sebagai  pendapat

Majelis Hakim berbunyi:

له              حق ل ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

artinya: “barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak 

menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan 

gugurlah haknya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015

menyatakan  bahwa  pemeriksaan  perkara  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan (verstek),  maka untuk mengetahui bentuk, fisik, serta kualitas

materi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam rumah tangga  Pemohon dan

Termohonsebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita  Permohonannya,

Pemohon  tetap  dibebani  wajib  bukti  (Burden  of  proof),  hal  tersebut

dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai

(agreement to divorce) yang mengarah pada penyelundupan hukum (rechts

on dekking) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab al-

Anwār Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

بالبينة         إثباته جاز اوغيبة توار او بتعزز تعزز فإن
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Artinya: “apabila dia Termohon enggan, bersembunyi, atau memang dia 

ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti”;

 Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalil

Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti P  merupakan akta otentik sesuai ketentuan

pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah ” Suatu akta

yang  dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau

dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  ditempat  akta  itu  dibuat.”

Fotocopy akta tersebut telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,

sehingga  bukti  tersebut  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  sebagaimana

ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim berpendapat alat

bukti berupa surat dengan tanda bukti  (P) tersebut telah memenuhi syarat

formil  bukti  tertulis  dalam  perkara  a  quo sehingga  bukti  tertulis  tersebut

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan perkawinannya Pemohon

telah mengajukan bukti P,  bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup. Bukti P tersebut merupakan

prima  facie  evidence (bukti  utama)  terhadap  suatu  perkawinan  antara

Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan agama islam

dan perundang-undangan yang berlaku, maka nilai kekuatan pembuktiannya

adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  yang  diajukan  oleh

Pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum  Islam,  maka  harus  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri
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sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan

Permohonan cerai terhadap Termohon;

 Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya

Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi

tersebut  merupakan  saksi  yang  mengetahui  fakta  yang  dilihat

sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang

telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah,  telah  diperiksa  satu  persatu

dalam persidangan dan keduanya tidak  terhalang menjadi  saksi  sehingga

telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal

171,  172 dan  175  R.  Bg.,  maka kesaksian  keduanya  dapat  diterima  dan

selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi  Pemohon,

awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan

tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar

disebabkan  karena  Termohon  sering  berkata  kasar  kepada  Pemohon,

Termohon  tidak  menghargai  Pemohon,  serta  Termohon  telah  memiliki

hubungan  spesial  dengan  laki-laki  lain  bahkan  Pemohon  dan  Termohon

sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021, Termohon meninggalkan

Pemohon  dari  tempat  kediaman bersama dan  sejak  pisah  tempat  tinggal

kedua  saksi  Pemohon  tidak  pernah  lagi  melihat  Termohon  mengunjungi

Pemohon,  sehingga  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah   putus

komunikasi  dan  tidak  saling  mempedulikan  lagi,  dengan  demikian  majelis

hakim menilai   telah terbukti  perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon serta  telah terbukti  antara  Pemohon dan Termohon telah pisah

rumah;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi  Pemohon,

pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di

persidangan,  kedua saksi  bersesuaian keterangannya antara  satu dengan

yang  lain,  pengetahuan  kedua  saksi  berdasarkan  pengetahuan  langsung

sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi

sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan,  keterangan

Pemohon  serta  bukti-bukti  yang  diajukan  Pemohon  di  persidangan  (bukti

surat  P  dan  2 orang  saksi),  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta

hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami  isteri,  menikah pada

tahun 2015;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,

disebabkan  Termohon telah memiliki pria idaman lain, Termohon berlaku

kasar dan tidak sopan dengan Pemohon;

3. Bahwa  Pemohon dan  Termohon sudah  pisah  rumah  sejak  Januari

2021 dan sejak pisah tempat tingggal  antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah bertemu dan berkomunikasi   serta keduanya tidak saling

mempedulikan hingga saat ini;

4. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil;

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah  dikonstatir di

atas,  telah  terbukti  di  persidangan  bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sehingga  Pemohon dan

Termohon  telah  pisah  rumah  sejak  bulan  Januari  tahun  2021, yang

mengakibatkan  tidak  adanya  keinginan  Pemohon  untuk  bersatu  dengan

Termohon;
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Menimbang,  bahwa  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor

273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan “sepasang suami isteri

telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam

satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”.

Menimbang,  bahwa  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor

38.K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991  menyatakan  “pengertian  cekcok

terus  menerus  dan  tidak  dapat  didamaikan,  bukanlah  ditekankan  kepada

siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan

adalah  terbukti  adanya  cekcok  terus  menerus  sehingga  tidak  dapat

didamaikan lagi”;

 Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak

suami  isteri  telah  sedemikian  kuat  keinginannya  untuk  menghindari

pasangannya  dan  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  bersatu  dengan

pasangannya, hal  tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah

putus,  oleh  sebab  itu   mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian

tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru  menimbulkan kesia-siaan

dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan

harus dihindari.

Menimbang,  bahwa  jika  tetap  mempertahankan  perkawinan  yang

sedemikian  rupa  akan  menimbulkan  mafsadah   yang  lebih  besar,  baik

terhadap Pemohon maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga

dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua

mafsadah maka harus dipilih  mafsadah yang lebih kecil  akibatnya,  hal  ini

sesuai   dengan  satu  kaidah  fikih  dalam kitab  al-Asybāh  wa  an-Naẓāir  fī

Qawa’id  wa  furū’i  fiqh  as-Syāfi’iyyah,  yang  diambil  alih  sebagai  pendapat

Majelis Hakim, sebagai berikut:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

artinya:  “menghindari  mafsadat  harus  didahulukan  dibanding  dengan

mencari maslahat.”
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 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  maka  Majelis

berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya

bagi Pemohon bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya

dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,  tanpa ingin

memperpanjang masalah dan mencari siapa penebab pertama dari kondisi

itu,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon “sudah  pecah”  (broken  marriage),  tidak  mungkin  lagi

dipertahankan  karena  Pemohon  telah  sedemikian  bencinya  terhadap

Termohon, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-

sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan

yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia Tahun 1991.  Oleh sebab itu  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa

antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja. Hal tersebut sejalan dengan

dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

إن ْ  ۡوإَ َۡعزََمُوا إنّ  ٰلطلّ فإَ إيم  ۡقَ علَ سَمإيعٌ ۡللهَّ

Artinya:  “Jika  mereka  (para  suami)  telah  berketetapan  hati  untuk

menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon

dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana  kehendak  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

berdasarkan  ketentuan  Pasal   70  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon

patut  untuk  dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk
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menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Agama Sei Rampah;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan

(5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  maka

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon (Termohon)  di  Pengadilan  Agama  Sei

Rampah; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,00, (lima ratus sembilan puluh

ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis,

tanggal  16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443

Hijriah, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I,

M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk  umum pada hari  itu  oleh  Ketua Majelis  dengan dihadiri  para Hakim

Anggota tersebut dan Patimah,  S.H sebagai  Panitera Pengganti  serta dihadiri  oleh

Pemohon dan kuasa Pemohon  tanpa hadirnya Termohon.

.

Ketua Majelis,
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dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I
Hakim Anggota,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Hakim Anggota,

dto

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Patimah, S.H 

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran --------Rp 30.000,-      

2. Biaya proses ---------------Rp 60.000,-      

3. Biaya Panggilan------------Rp 300.000,-      

4. Pnbp Panggilan------------ Rp       30.000,-

5. Pbt----------------------------- Rp     150.000,-

6. Hak redaksi -----------------Rp   10.000,-

7. Meterai ----------------------Rp          10.000,-   

Jumlah biaya Perkara Rp 590.000,- 

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
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